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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
1998 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
NOmOf 85, Tamoahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3760);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
3687);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dl atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor
05/PER/M.KOMINFOI04/2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal
TelekomunikasilUniversaJService Obligation;

a. bahwa dalam pelaksanaannya Kontribusi Kewajiban
Pelayanan Universal wajib disetor ke Kas BTIP PPK-BLU
meJalui rekening Bendahara Penerimaan Balai
Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP)
Direktorat JenderaJ Pos dan TeJekomunikasi;

Menimbang

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 05/PER/M.KOMINFO/02/2007 TENT ANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DAR I KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL

TELEKOMUNIKASIiUNIVERSAL SERVICE OBLIGA TlON

TENTANG

NOMOR: 26/PER/M. KONINFO/07 /2008

PERA TURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



2

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekornurukasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Penqelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
l.embaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Komunikasi dan Informatika;

12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35/PERlM.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan,

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
05/PERlM.KOMINFOI04/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban
Pelayanan Universal TelekomunikasilUniversal Service Obligation;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
11/PER/M.KOMINFOI04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban
Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana teJah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
38/PER/M.KOMINFOI09/2007;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Bersumber Pada Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
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2. Ketentuan dalam Lampiran Angka Romawi III butir 3 diubah,
sehingga Angka Romawi III butir 3 berbunyi sebagai berikut :

Seluruh KKPU wajib disetor ke Kas BTIP PPK-BLU melalui
rekening Bendahara Penerimaan Balai Telekomunikasi dan
informatika Perdesaan (BTIP) Ditjen Postel pad a Bank Pemerintah
yang ditunjuk dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Pasal7

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: OS/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari
Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasil Universal
Service Obligation diubah sebagai berikut:

Pasall

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMA T1KA NOMOR
05/PERlM.KOMINFO/02/2007 TENTANG PETUNJUK
PElAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DAR I KONTRIBUSI KEWAJIBAN PElAYANAN
UNIVERSAL TElEKOMUNIKASIIUNIVERSAL SERVICE
OBLIGA TION.

MEMUTUSKAN :

15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang
Penetapan Balai Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan Pada
Departemen Komunikasi Dan Informatika Sebagai tnstansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/KEP/M.KOMINFO/01/2008 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit
Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Deparatemen Komunikasi dan
Informatika Tahun Angaran 2008;

Menetapkan
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SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menter] Hukum dan Hak-hak Asazi Manusia;
5. Sekretaris Negara;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal. Para Direktur Jenderal dan Para Kepala

Badan di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

jakarta
15 JULI 2008

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasalll

III. Perhitungan KKPU Tahun .

3. KKPU yang belum disetor akan disetor ke rekening Bendaharc:
Penerimaan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP)
Ditjen Postel dengan nomor rekeninq : 121-0061888883 pada Bank
Mandiri Cabang Gedung Jaya Kantor Kas Gedung Sapta Pesona
JI. Medan Merdeka Barat No. 17 jakarta 10110 selambat-Iambatnya
tanggal .


